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peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan

oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

PERATURAN 
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UNDANGAN
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mengikat secara umum

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan
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• Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945

• Perintah UU

• Pengesahan Perjanjian Internasional

• Tindak lanjut putusan MK

• Pemenuhan kebutuhan hukum

Undang-Undang

• Sama dengan materi muatan undang-undangPERPU

• Menjalankan UU sebagaimana mestinyaPeraturan Pemerintah

• Materi yang diperintahkan oleh UU

• Melaksanakan PP

• Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah
Peraturan Presiden

• Penyelenggaraan otonomi daerah

• Tugas pembantuan

• Menampung kondisi khusus daerah

• Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi.

Peraturan Daerah

MATERI 
MUATAN



KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

JUDUL

PEMBUKAAN

BATANG TUBUH

PENUTUP

PENJELASAN

LAMPIRAN

Frasa Dengan
Rahmat Tuhan Yang 

Maha Esa

Jabatan
Pembentuk

Konsiderans

Dasar Hukum

Diktum

KETENTUAN 
UMUM

MATERI POKOK 

KETENTUAN 
PIDANA 

KETENTUAN 
PERALIHAN 

KETENTUAN 
PENUTUP
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a. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun
pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-
undangan.

b. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah
marjin tanpa diakhiri dengan tanda baca.

c. Nama Peraturan Perundang-undangan :
1) dibuat secara singkat dapat berupa satu kata atau frasa tetapi

secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang
bersangkutan ;

2) tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang
bersangkutan;

TAHUN 

PENGUNDANG

AN

NAMA PERATURAN

JENIS 

PERATURAN

NOMOR 

PENGUNDANGAN

1



Pada judul peraturan perubahan, ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS di depan nama

peraturan yang diubah dan nama peraturan tersebut dilengkapi dengan Nomor dan Tahun

pengundangan atau penetapannya.

Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara

kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang 

menunjukkan berapa kali perubahan telah dilakukan



 Pada judul Perpu yang ditetapkan menjadi UNDANG-UNDANG, ditambahkan kata 
PENETAPAN di depan nama Perpu yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa
MENJADI UNDANG-UNDANG.



 Pada judul Peraturan Perundang-undangan mengenai pengesahan
perjanjian atau persetujuan internasional,ditambahkan kata PENGESAHAN
di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan
disahkan, dengan ketentuan sbb:

1. jika Bahasa Indonesia menjadi salah
satu bahasa resmi, nama perjanjian
atau persetujuan internasional ditulis
dalam Bahasa Indonesia yang diikuti
teks resmi bahasa asing yang ditulis
dengan huruf cetak miring dan
diletakkan di antara tanda baca kurung.

2. jika Bahasa Indonesia menjadi tidak
menjadi bahasa resmi nama perjanjian
atau persetujuan ditulis dalam Bahasa
Inggris dengan huruf cetak miring, dan
diikuti terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia yang diletakkan di antara
tanda baca kurung.
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a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan YME (ditulis

dalam huruf Kapital, ditengah marjin)

c. Konsiderans

d. Dasar Hukum

e. Diktum

b. Jabatan pembentuk peraturan ( 

ditulis huruf kapital, ditengah marjin, 

diakhiri koma )

2.



diawali dengan kata “Menimbang”

• Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi
pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-
undangan, dengan rincian:

Undang-Undang/

PERPU
• memuat UNSUR 

FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, 
DAN YURIDIS yang menjadi
pertimbangan dan alasan
dibentuknya peraturan
tersebut yang penulisannya
ditempatkan secara berurutan
dari filosofis, sosiologis, dan
yuridis.

Peraturan 
Pemerintah
• cukup memuat satu

pertimbangan yang berisi
uraian ringkas mengenai
perlunya melaksanakan
ketentuan pasal atau
beberapa pasal dari UU yang 
memerintahkan pembentukan
PP tersebut dengan
menunjuk pasal atau
beberapa pasal dari UU yang 
memerintahkannya.

Peraturan Presiden

• memuat UNSUR FILOSOFIS, 
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
apabila Perpres yang dibentuk 
dalam rangka 
menyelenggarakan 
kekuasaan pemerinntahan; 
atau

• jika perpres dibentuk untuk 
melaksanakan ketentuan
pasal atau beberapa pasal
dari UU atau PP yang 
memerintahkannya maka 
konsiderans cukup memuat
satu pertimbangan

Peraturan Daerah
• memuat UNSUR 

FILOSOFIS, 
SOSIOLOGIS, DAN 
YURIDIS; atau

• cukup memuat satu
pertimbangan yang berisi
uraian ringkas mengenai
perlunya melaksanakan
ketentuan pasal atau
beberapa pasal dari UU 
atau PP yang 
memerintahkannya.



 masing-masing pertimbangan diawali dengan

abjad, kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda

baca titik koma.

Contoh : Menimbang : a. bahwa …………....;

b. bahwa ……………;

 jika konsiderans UU/Perda memuat lebih dari

satu pertimbangan, rumusan pertimbangan

terakhir berbunyi sebagai berikut :
Contoh : Menimbang :  a. bahwa ………….;

b. bahwa ………….;

c. bahwa ………….;

d. bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk UU tentang .... 

/menetapkan .... (Peraturan

di bawah UU).

 Khusus bagi PP/Perpres, jika terdapat

beberapa Pasal dari suatu UU yang 

mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut

dengan PP dan materi dari PP yang akan

ditetapkan dapat digabung dalam satu

PP,maka dapat dirumuskan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan

ketentuan Pasal,…, Pasal….,dan

Pasal…Undang-Undang Nomor…. 

Tahun… tentang……, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang…….; 



• dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”

• dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan

peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan.

JENIS PERATURAN ASAL DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG DPR Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945

PEMERINTAH Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945

DPD Pasal 20 dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945

++ Selain dasar hukum tersebut di atas, ketentuan dalam UUD yang dijadikan dasar hukum adalah:

• Pasal yang memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang

• Pasal atau beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 yang materinya dijabarkan lebih lanjut dalam UU yang akan

dibentuk

PERPU Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

PP Pasal 5 ayat (2) 

PERPRES Pasal 4 ayat (1) 

PERDA • Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;

• Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah;

• Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah).



 Jika terdapat Peraturan perundang-
undangan dibawah UUD NRI Tahun
1945 yang memerintahkan secara
langsung pembentukan peraturan
perundang-undangan maka peraturan
perundang-undangan tersebut dimuat
dalam dasar hukum

 peraturan yang dijadikan dasar hukum
hanya peraturan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi.

 peraturan yang akan dicabut dan
peraturan yang sudah diundangkan
tetapi belum berlaku tidak dapat
dijadikan sebagai dasar hukum

 pencantuman peraturan yang dijadikan dasar
hukum harus memperhatikan tata urutan
dengan menggunakan angka arab 1, 2, 3 dst
dan disusun secara kronologis berdasarkan
saat pengundangan atau penetapannya.

 dasar hukum yang diambil dari UUD ditulis
dengan menyebutkan Pasal atau beberapa
Pasal yang relevan dan diikuti frasa Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

 Dasar hukum yang bukan UUD tidak perlu
mencantumkan Pasal, tetapi cukup
mencantumkan judul peraturan yang
bersangkutan dan dilengkapi dengan
pencantuman LN dan TLN yang ditulis di
antara tanda baca kurung



Ditulis dengan huruf

kapital, tanpa spasi dan

diakhiri dengan tanda

baca titik dua

nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya

ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa ”REPUBLIK 

INDONESIA” dan diakhiri tanda baca titik.



BATANG TUBUH3.

1. PENGELOMPOKAN ISI

2. PENGELOMPOKAN
MATERI MUATAN



Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam:

Ketentuan
Umum;

Materi
pokok yang 

diatur;

Ketentuan
Pidana (jika
diperlukan);

Ketentuan
Peralihan

(jika
diperlukan);

Ketentuan
Penutup.

A B C D E

BATANG TUBUH

PENGELOMPOKAN ISI
#1



• Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam

peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan

umum diletakkan dalam Pasal 1.

• Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.

• Frasa pembuka berbunyi : Dalam……..(jenis Peraturan) ini

yang dimaksud dengan:

• Ketentuan umum memuat:

• batasan pengertian atau definisi;

• singkatan atau akronim yang digunakan;

• hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

• batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam

ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut

dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri

dengan tanda baca titik.

• batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim

tidak perlu diberi penjelasan.

A. KETENTUAN UMUM



• Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan
umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur
diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

• Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan
menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh pembagian materi pokok:

a. berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (contoh pembagian

dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, 

thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, 

thd ketertiban umum dst.

b. berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh

pembagian dalam KUHAP);penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di persidangan, dll.

c. berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa

Agung, dan Jaksa Agung Muda

B. MATERI POKOK YANG DIATUR



• Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas

pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau

perintah (wajib).

• Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan

(jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan

Penutup.

• Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2)

dan ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana

dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

• Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun

(setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang

asing, hakim, jaksa dsb).

• Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan

atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa

pasal yang memuat norma tersebut.

• Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

C. KETENTUAN PIDANA



• Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan

diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam

peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi

dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian

dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah

bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang

belum selesai prosesnya yang semula dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus

diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru.

• Ketentuan Peralihan bertujuan:

 menghindari kekosongan hukum;

 menjamin kepastian hukum;

 memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

terkena dampak perubahan peraturan; dan

 mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau

bersifat sementara.

D. KETENTUAN PERALIHAN 

(JIKA DIPERLUKAN):



• Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal

terakhir dari suatu peraturan.

• Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat :

penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang

melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

nama singkat PUU;

status peraturan yang sudah ada; atau

Saat mulai berlaku PUU.

E. KETENTUAN 

PENUTUP



 Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai

berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan

tersebut diundangkan.

 Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya

Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat

diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam

Peraturan Perundang-undangan tersebut.

 Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-

undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada

saat pengundangannya.

 Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan,

pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal

daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-

undangan yang mendasarinya.

 Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut

dengan Peraturan Perundang-undangan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

SAAT MULAI 

BERLAKU PUU
 rumusan untuk pernyataan masih

berlakunya peraturan pelaksanaan

dirumuskan: “masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

 saat mulai berlaku peraturan (bisa

ditentukan pada tanggal diundangkan

atau pada tanggal yang secara

eksplisit ditentukan dalam peraturan

yang bersangkutan atau menyerahkan

pada peraturan lain yang tingkatannya

sama atau yang lebih rendah).

 pencabutan peraturan harus

disebutkan secara jelas judulnya,

Nomor dan Tahun pengundangan atau

penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN

atau LD/TLD atau BD/TBDnya.



Pengelompokan materi dalam batang tubuh peraturan (jika diperlukan)

 Pengelompokan materi dapat dilakukan menjadi BUKU, BAB, Bagian, dan

Paragraf.

 Pengelompokan  dilakukan atas kesamaan materi yang diatur dan urutan 

sekuen yang dikehendaki

 Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :

1) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;

2) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf ;

3) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal.

BATANG TUBUH

PENGELOMPOKAN MATERI
#2



Buku

Buku diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital

Bab

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan
judul ditulis dengan huruf kapital

Bagian

Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis
dengan huruf.

huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap
kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital,
kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal
frasa.

Paragraf

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab.

huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul
paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal
kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

TEKNIS 

PENGELOMPOKAN

MATERI

Penulisan Buku, 

Bab, Bagian, 

Paragraf



Pasal 
dan 
Ayat

Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata 
pasal ditulis dengan huruf kapital. 

Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat
satu norma yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Materi peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas
daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang
menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur,dapat dirumuskan dalam bentuk satu
kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

BAB II

................................................

Bagian Kesatu

.................................................

Paragraf 1

..................................................

Pasal 4

(1) ………………...........................................................

(2) …………………........................................................

Teknis Penulisan Pasal dan Ayat



Teknis Ketentuan 

mengenai rincian/tabulasi
• setiap rincian harus dapat dibaca

sebagai satu rangkaian kesatuan

dengan frase pembuka;

• setiap rincian diawali dengan huruf

(abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;

• setiap frase dalam rincian diawali

dengan huruf kecil;

• setiap rincian diakhiri dengan tanda

baca titik koma;

• di belakang rincian yang masih

mempunyai rincian lebih lanjut diberi

tanda baca titik dua;



• jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih

kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

• pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis

dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; 

angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil

dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan

tanda baca kurung tutup;

• pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat

tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu

dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan

ke dalam pasal atau ayat lain

• Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan

sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang 

diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

• Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian

alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di 

belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

• Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian

kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau

yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian

terakhir.

Teknis Ketentuan 

mengenai rincian/tabulasi



Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan

yang memuat :

• rumusan perintah pengundangan dan penempatannya

(dalam Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran

Daerah atau Berita Daerah);

• penandatanganan pengesahan atau penetapan PUU; 

• pengundangan atau penetapan PUU; dan

• akhir bagian penutup.

PENUTUP

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan … (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia

4.



1. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi

dan Peraturan Daerah Kabupaen/Kota diberi

penjelasan.

2. Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-

Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika

diperlukan.

3. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk

Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam

batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum

untuk membuat peraturan lebih lanjut.

4. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar

hukum.

5. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan

Penjelasan Pasal Demi Pasal.

6. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak

boleh memberikan penjelasan pasal secara

masal.

Misalnya :

Pasal 4 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas.

5.



7. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis

mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan

tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

8. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau

frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang

terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud

dengan

contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah

………

9. Penjelasan Pasal tidak boleh:

a. bertentangan dengan normanya;

b. memperluas atau menambah normanya;

c. melakukan pengulangan atas materi yang telah

dirumuskan dalam batang tubuh;

d. mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian

dalam Ketentuan umum;

e. memuat rumusan pendelegasian



LAMPIRAN (jika diperlukan)6.

1. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran

maka harus dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Perundang-undangan.

2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan

sketsa.

3. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka

romawi

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

diletakkan disudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan

rata kiri.

5. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan

tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan

peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang

diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca

koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau

menetapkan peraturan perundang-undangan



TERIMA KASIH


